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                                              PERJANJIAN KERJA SAMA                   

 
 

ANTARA 

RSUD KOTA TANJUNGPINANG 

DENGAN  

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN  

PENGENDALIAN PENYAKIT (BTKLPP) KELAS 1 BATAM 

 

TENTANG 

UJI KUALITAS LINGKUNGAN di RSUD KOTA TANJUNGPINANG 
 

 

        NOMOR   :   421/431/SMKN4/2021 

        NOMOR   :   HK.03.01/1/        /2021 

 

Pada hari ini Jum’at tanggal Dua Puluh Empat bulan Desember tahun Dua Ribu Dua 

Puluh Satu (24-12-2021), bertempat di Batam yang bertanda tangan di bawah ini : 

 

1. Dr.H.Yunisaf, MARS  

 

 

 

 

2. Budi Santosa, SKM, M.K.K.K 

 

 

: 

 

 

 

 

 

: 

 

Direktur RSUD Kota Tanjung Pinang dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama RSUD Kota Tanjung 

Pinang, berkedudukan di jalan Jenderal Sudirman 

No.1 Kota Tanjung Pinang, selanjutnya disebut 

Pihak Pertama. 

 

Kepala BTKLPP Kelas I Batam dalam hal ini 

bertindak untuk dan atas nama Balai Teknik 

Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit 

(BTKLPP) Kelas I Batam, berkedudukan di 

Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung kota 

Batam, selanjutnya disebut Pihak Kedua. 

 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam 

perjanjian kerjasama ini disebut Para Pihak sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan 
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fungsinya masing-masing bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam 

bidang Pengujian Kualitas Lingkungan di RSUD Kota Tanjung Pinang dengan ketentuan-

ketentuan sebagai berikut : 

 

 

 

Pasal 1 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 

1. Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah sebagai pedoman kepada Para Pihak 

untuk melaksanakan kerjasama dalam pengukuran kualitas lingkungan Pihak 

Pertama yang selanjutnya disebut Uji Kualitas Lingkungan (UKL) dengan fasilitas 

pelayanan laboratorium Pihak Kedua. 

2. Tujuan Perjanjian kerjasama ini adalah untuk memperlancar dan mempermudah 

kegiatan sebagaimana tercantum dalam ayat (1) sehingga kegiatan berlangsung efektif, 

efisien dan saling bermanfaat untuk Para Pihak. 

 

Pasal 2 

OBJEK DAN RUANG LINGKUP 

 

1. Yang menjadi objek perjanjian kerjasama adalah penyediaan SDM, sarana dan 

prasarana pendukung pengujian kualitas lingkungan Pihak Pertama sesuai standar 

pelayanan Pihak Kedua. 

2. Ruang lingkup kerjasama ini meliputi : 

a. Pengambilan sampel spesimen lingkungan dan pengukuran parameter lapangan di 

titik pemantauan lingkungan Pihak Pertama. 

b. Pengujian parameter fisika,kimia dan mikrobiologi sesuai baku mutu lingkungan di 

fasilitas pengujian Pihak Kedua  

 

Pasal 3 

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB 

 

1. Pihak Pertama 

Menyiapkan semua persyaratan dan fasilitas yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua untuk 

kegiatan pengambilan dan pengujian specimen kualitas lingkungan termasuk fasilitas 

pendukung keselamatan kerja pada saat pengambilan spesimen 

2. Pihak Kedua 

Mengambil, mengukur  dan menguji parameter kualitas lingkungan Pihak Pertama   

sesuai standar pengujian dan termasuk standar keselamatan kerja 

 

Pasal  4 

KEWAJIBAN DAN HAK 



 

 

Pihak I Pihak II 

  

 

1. Kewajiban Pihak Pertama  

a. Membayar segala biaya yang timbul dari kegiatan pengujian kualitas lingkungan 

sesuai ketentuan peraturan pengelolaan penerimaan negara  

b. Menyiapkan fasilitas pendukung pengambilan spesimen lingkungan dan petugas 

pendamping lapangan selama kegiatan  

 

2. Hak Pihak Pertama  

a. Mendapatkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan dalam bentuk Sertifikat Hasil 

Uji sesuai waktu yang telah disepakati dalam surat pesanan  

b. Melakukan koordinasi / komunikasi dengan personel yang ditugaskan oleh Pihak 

Kedua untuk klarifikasi terhadap hasil pengukuran/uji yang meragukan  

 

3. Kewajiban Pihak Kedua  

a. Melakukan pengambilan, pengukuran dan pengujian kualitas lingkungan Pihak 

Pertama sesuai standar yang dipersyaratkan  

b. Menyerahkan hasil pemeriksaan kualitas lingkungan dalam bentuk Sertifikat Hasil 

Uji sesuai waktu yang telah disepakati dalam surat pesanan  

c. Memberikan kesempatan Pihak Pertama untuk melakukan koordinasi / 

komunikasi dalam rangka klarifikasi terhadap hasil  

 

4. Hak Pihak Kedua  

a. Menerima pembayaran segala biaya yang timbul dari kegiatan pengujian kualitas 

lingkungan sesuai ketentuan peraturan pengelolaan penerimaan negara  

b. Menggunakan fasilitas pendukung  Pihak Pertama bila dibutuhkan pada saat 

pengambilan specimen lingkungan    

 

 

Pasal 4 

JANGKA WAKTU 

 

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal 

ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan Para 

Pihak. 

2. Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama  

sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dalam ayat (1), maka wajib 

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan 

sebelum pengakhiran perjanjian kerjasama . 

 

Pasal 6 

PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
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1. Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan sebagai akibat Perjanjian Kerjasama ini, 

Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 

2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan seperti pada ayat (1) tidak memberi hasil 

yang diharapkan, Para Pihak sepakat menyelesaikannya sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku . 

 

Pasal 7 

LAIN – LAIN 

 

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan Para Pihak atau force majure dapat 

dipertimbangkan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama 

dengan persetujuan Para Pihak.  

2. Yang termasuk force majure adalah kondisi antara lain dan tidak terbatas kepada : 

a. Bencana alam. 

b. Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter. 

c. Kondisi keamanan yang tidak mengizinkan termasuk keadaan pandemi.  

3. Segala perubahan dan / atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama 

oleh Para Pihak.  

 

Pasal 8 

KETENTUAN PENUTUP 

 

1. Hal – hal yang belum tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditentukan 

kemudian oleh Para Pihak dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang 

tidak dipisahkan dari perjanjian ini.  

2. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan kekeliruan dalam perjanjian ini, maka 

akan diadakan perubahan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya. 

3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana disebutkan 

pada awal Perjanjian Kerjasama ini. Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua) asli, di atas 

kertas bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama 

setelah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. 

 

 

 

 

PIHAK KEDUA 

Kepala BTKLPP Kelas I Batam 

 

 

 

 

 

PIHAK PERTAMA 

Direktur RSUD Kota Tanjung Pinang 
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Budi Santosa, SKM, M.K.K.K 

 

 

Dr.H.Yunisaf, MARS  
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